BABV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis pada Laporan
Kinerja Instansi Penmrintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, maka Penulis
menyimpulkan :

1. Dinas Penananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membuat Laporan Kinerja
tepat pada waktu yang sudah ditentukan dalam Permenpan RB No.
53 Tahun 2014, yaitu 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Sedangkan DPMPTSP sudah menyapaikan Laporan Kinerja tahun
2020 pada tanggal 29 Januari 2021, yaitu satu bulan setelah tahun
anggaran berakhir.

2. Dari segi format, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DPMPTSP
Tahun 2020 masih belum sesuai dengan Permen PAN RB Nomor 53
Tahun 2014, hal ini disebabkan bahwa Laporan Kinerja yang dibuat
masih mengacu pada Permen PAN RB No. 29 Tahun 2010 yang sudah
dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan adanya

Permen PAN RB No. 53 Tahun 2014.
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3. Kinerja DPMPTSP tahun 2020 masuk dalam kategori sangat baik
berdasarkan alat ukur yang digunakan itu indeks kinerja utama (IKU)
yang terdiri dari Realisasi nilai investasi penanaman modal di Provinsi
DKI Jakarta sebesar 86,36%, Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar
101,68%, Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online
sebesar 100% dan Persentase kualitas pelaksanaan anggaran sebesar

96,19% dengan predikat sangat baik.

B. Saran

Walaupun DPMPTSP mencapai kinerja yang sangat baik pada tahun
2020, bukan berarti bahwa DPMPTSP sudah sempurna dalam menjalankan
funsi penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengantugas dan fungsinya. Ada
beberapa saran dari penulis agar ke depan Laporan Kinerja DPMPTSP dapat
lebih baik dari tahun 2020 antara lain :

1. Dalam menunjang pelayanan online yang diselenggarakan oleh
DPMPTSP supaya meningkatkan penyediaan saran internet, seperti
jaringan yang tidak gampang terganggu. Memastikan vendor jaringan
internet agar mempunyai komitmen dalam penyedialkan jaringan
yang kuat.

2. Untuk membuat laporan Kkinerja yang sesuai dengan format

peraturan yang ada, diharapkan untuk selalu memahami perubahan-
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perubahan aturan yang ada dan menyesuaikan segala bentuk laporan
dengan peraturan yang masih berlaku.

. Kinerjan yang sudah dicapai diharapkan dapat tetap dipertahankan,
agar pekayanan yang diterima masyarakat dapat terus berjalan

dengan baik.
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